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_______ BUPATI BANYUMAS 

p -RATURAN BUPATI BANYUMI\S 

NOMOR IS TAHUN 2007 

TENTANG 

I ENJABARAN ANGGARAN 
KABUPATEN BAN PEND.ti.PATAN DAN BELANJA DAERAH 

1enimbang 

Aengingat 

YUMAS TAHUN ANGGARAN 2007 

BUPATI BANYUM,t\S, 

bahwa memenuh· k t 1 e entuan Pasal 6 Peraturan Daer ah Nomor 1 T ahun 
2007 tentang A nggaran Pendapatan dan Belanja Daer.1h Tahun 
Ang~aran 2007, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas tentang 
PenJabaran Anggaran Pendapatan d2n Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2007 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2007 ; 

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lenibaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Neg~.ua Republik Indonesia Nomor 

3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3569) ; 

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 19S7 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republik lndom~sia Tahun 
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3685) sebagaimann telah diubah dengan Undang-undang 
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4048) ; 

4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negaro Republik 

Indonesia Nomor 3688) ; 

5. Undang-1rndang Nomor ~8 Tahun 1999 tentang Penyelengga_raan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepot1sme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , 
Tr1mbahan Lembaran Negara Republik lncionesia Nomor 3851) ; 



6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 te,1tang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republlk lndone&ia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentano Pe,·bendaharaan 
Negara (Lernbaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndl..,nesia Nomor 4355) ; 

8. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang P8meriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nornor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421) ; 

10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tent,mg Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 
2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah menjacli Undang-undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 

11 . Undang-undang Nomor 33 TahL1n 2004 tentang Perimbangar. 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahu:, 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan atas Penyelenggar2an Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pa]'.;lk Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, 
Tambahan Lembaran Negara Republik l11donesia Nomor 4138) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 
119, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 
4139); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik mdonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RtJpublik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndo~esia Tahun 2005 Nomor 
94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 
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r~ luran Pernerintah Nornor 55 ·ratiun 2005 t .nt~mg Darn 
P nmbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ooi:: 
Nomor 137, Tambahan Lernbaran Negara Republik lndone ia 
Nomor 4575) ; 

20. Peraturan Pemerintah Momor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4576) ; 

21 . Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
(Lembaran Negara Republilc Indonesia Tal1un 2005 Nomor 139, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) ; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahl'n 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembarar, Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran NPgara Republik Indonesia 
Nomor 4578) ; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia rJomor 4614) ; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri lfomor 26 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2007 ; 

27. Peraturan Daerah Kabup3ten Banyumas ~lomor 22 Tahun 2006 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tLembaran 
Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Seri E) ; 

28 . Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor ·1 Tahun 2007 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Banyurnas Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Banyu,,1as Tahun 2007 Nomor 1 Seri A) . 
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,\ r ll i~,p:1l~m Da rah 

Ile p rimbangan 

Lain-lain Pendapatan yang sah 

,, , ,1 I 

Rp. 02 .304.973.500,00 

Rp. 700.352.000.000,00 

BQ . 3~ .062.699.000,00 

Jumlah Pendapatan Rp. 81 :J .719.672.500 ,00 

Belanja : 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Bunga 

3) Belanja Subsicli 

4) Belanja Hibah 

5) Belanja Bantuan Sosial 

6) Belanja Bagi Hasil 

7) Belanja Bantuan Keuangan 

8) Belanja Tidak terduga 

Jumlah 

b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang dan Jasa 

3) Belanja Modal 

;_ Pembiayaan : 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Jumlah 

Jumlah Belanja 

Surplus/(Defisit) 

Jumlah Pembiayaan Netto 

Rp. 501 .263.805.414,00 

Rp. 107.041.760,00 

Rp. 45.12e.482.860,00 

Rp. 4 37 .500.000,00 

Rp . 43 .758.500.000,00 

.8JL_ 6.000.000.000,00 

Rp. 596.695.330.034,00 

Rp. 58 .251.951.355,00 

Rp. 106.7 32.553.858,00 

Rp. 115.336.370.053,00 

Rp . 280 .320.875 .266,00 

Rp. 877.016.205.296,00 

Rp . (61 .296. 532.800,00) 

Rp . 74 .812 .388.753 ,00 

BL 13.515.855.935.oo 

Rp. 61.296.532.800,00 
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Ringkasan Penjabamn Al 130 oobogolm mn climoksud doltim Pnsnl 1 · tercantum dalam 
lampimn I Por·\turnn Bupotl lnl. 

I □so l 3 

Penjnbnr n APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lnnju t dc1lam Lampiran 
11 p mtursn Bupati ln i. 

Pasal 4 

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati Banyumas ini. 

Pasal 5 

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut 
dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan 
ketentuan perundang-undangan . 

Pasal 6 

Peraturan Bupati Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya 
laku surut sejak 1 Januari 2007. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah . 


